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1.1. Latar Belakang 

Pembangunan pada hakikatnya

bertujuan untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat demi

mencapai taraf hidup yang lebih 

baik. Hal ini sesuai dengan tujuan 

negara Indonesia yang tercantum 

dalam pembukaan UUD 1945 alinea 

keempat yaitu melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, 

dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdeka-

an, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial, sehingga untuk itu

pembangunan seringkali menjadi 

semacam paham atau ideology of 

developmentalism. Pembangunan

berusaha menemukan sumber-

sumber pemenuhan kebutuhan dan 

mencari perubahan - perubahan ke 

arah kehidupan yang lebih baik. 

Akibatnya pembangunan menimbul-

kan banyak pengalaman bagi suatu 

negara baik pengalaman sukses 

maupun kegagalan.

Melalui proses pembangunan 

tersebut, menimbulkan pergeseran-

pergeseran paradigma pembangunan.

Awalnya pembangunan hanya dilihat 

dari dinamika pertumbuhan ekonomi 

semata yang meningkatkan 

akumulasi kapital dan pendapatan 

per kapita negara terutama negara 

berkembang. Tetapi pembangunan 

tersebut menimbulkan banyak 

dampak negatif berupa penurunan 

kualitas lingkungan, penyusutan 

sumberdaya alam dan timbulnya 

kesenjangan sosial di masyarakat.

Oleh sebab itu negara bersepakat 

bahwa pembangunan dilakukan 

dengan paradigma baru dimana 

pembangunan diarahkan untuk

meningkatkan ekonomi, aman bagi 

lingkungan dan meningkatkan 

hubungan sosial antar masyarakat. 

Permasalahan lingkungan 

sudah menjadi isu yang mengglobal 

pada era sekarang ini. Oleh karena 

itulah masyarakat bersama 

pemerintah gencar melakukan 

berbagai upaya dalam mengatasi 

permasalahan - permasalahan

lingkungan yang terjadi. Berbagai 

upaya telah dilakukan yang bertujuan 

untuk menciptakan lingkungan hidup 

yang baik dan sehat sehingga dapat 

dinikmati oleh setiap makhluk hidup 

dan diharapkan dapat menjaga

kelestarian fungsi lingkungan hidup 

dengan tetap mengedepankan prinsip 
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berkelanjutan, sehingga fungsi 

lingkungan hidup akan tetap dapat 

digunakan hingga generasi yang 

akan datang.  

Pelestarian fungsi lingkungan 

hidup merupakan rangkaian upaya 

untuk memelihara kelangsungan 

daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup. Upaya tersebut

dapat dicapai melalui berbagai 

kegiatan perlindungan dan 

peningkatan pelestarian serta 

pemanfaatan sumber daya alam yang 

dimiliki secara berkesinambungan. 

Oleh sebab itu kebijakan 

pemanfaatan sumber daya alam 

menekankan pada tiga pilar 

pembangunan yaitu aspek ekonomi, 

sosial dan lingkungan.

Dalam upaya pengelolaan 

lingkungan hidup dan mewujudkan 

pemerintahan yang terbuka serta 

akuntabilitas publik maka 

pemerintah berkewajiban me-

nyampaikan informasi pengelolaan 

lingkungan hidup secara terpadu dan 

terkoordinasi serta harus di-

publikasikan kepada masyarakat 

sebagaimana yang diamanatkan 

dalam Undang - Undang 32 tahun 

2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup,

pasal 62. Disamping itu 

Undang - Undang tersebut juga 

mengamanatkan agar pemerintah dan 

pemerintah daerah  mengembangkan 

sistem informasi lingkungan hidup 

untuk mendukung pelaksanaan dan 

pengembangan terhadap kebijakan 

perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup.

Berkaitan dengan akses 

informasi kepada publik, telah 

ditetapkan Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (KIP). Sebagai 

Badan Publik, Pemerintah wajib 

menyediakan, memberikan, dan atau 

menerbitkan informasi yang 

berkaitan dengan kepentingan 

publik, hal ini pun selaras dengan 

amanat yang tertuang dalam pasal 

344 UU 32 Tahun 2014 bahwa 

Pemerintah Daerah wajib menjamin 

terselenggaranya pelayanan publik 

berdasarkan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah, 

dimana salah satu azas pelayanan 

publik adalah keterbukaan, dalam hal 

ini salah satu bentuk keterbukaan 

adalah keterbukaan informasi. 

Sistem informasi lingkungan 

paling sedikit memuat informasi 

mengenai status lingkungan hidup, 
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peta rawan lingkungan hidup dan 

informasi lingkungan hidup antara 

lain keragaman karakter ekologis, 

sebaran penduduk, sebaran potensi 

sumber daya alam dan kearifan lokal.

Penyusunan  Dokumen 

Informasi Kinerja Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Daerah Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2016 ini 

adalah merupakan pengejawantahan 

dari penyediaan kebutuhan 

pemerintah dan masyarakat terhadap 

informasi tentang gambaran, kondisi 

dan kinerja lingkungan hidup di 

Provinsi Sumatera Barat selama 

tahun 2016 yang pada gilirannya 

juga akan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam melakukan 

langkah kebijakan ke depan. Pada 

tahun-tahun sebelumnya penyediaan 

informasi lingkungan ini dikenal 

dengan Buku Status Lingkungan 

Hidup Daerah (SLHD), namun 

berdasarkan surat Sekretaris Jenderal 

Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor S.156/Sekjen/ 

DATIN/Set.0/2/2017 tanggal 9 

Februari 2017 perihal Penyampaian 

Pedoman Nirwasita Tantra, maka 

mulai untuk penyusunan tahun 2016 

ini (yang dilaksanakan pada tahun 

2017), Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan (KLHK) 

melakukan modifikasi penyempur-

naan  di dalam penyusunan buku 

SLHD menjadi Dokumen Informasi 

Kinerja Pengelolaan Lingkungan 

Hidup Daerah (DIKPLHD) dengan 

mekanisme, proses dan teknis 

penyusunan yang banyak mengalami 

perubahan dari penyusunan Buku 

SLHD sebelumnya. 

1.2. Profil Sumatera Barat

1.2.1. Kondisi Geografis 

Provinsi Sumatera Barat

berada di sebelah barat pulau 

Sumatera, terletak secara astronomis 

antara 00 0

0

1010 Provinsi 

Sumatera Barat mempunyai luas 

42.297,30 km2 dengan topografi 

yang datar dan bergelombang sampai 

bergunung yang merupakan bagian 

dan jajaran pegunungan Bukit 

Barisan dengan luas perairan laut 

diperkirakan ± 186.500 Km2.

Berdasarkan geografisnya, 

Provinsi Sumatera Barat terletak di 

pesisir barat bagian tengah Pulau 

Sumatera yang berbatasan langsung 

dengan Provinsi Sumatera Utara, 

Provinsi Riau, Provinsi Jambi, 
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Provinsi Bengkulu dan Samudera 

Hindia.  

Provinsi Sumatera Barat 

memiliki luas wilayah administrasi 

42.297,30 km² atau setara dengan 

2,21% dari luas Republik Indonesia, 

dengan  jumlah penduduk 5.259.528

jiwa, Provinsi Sumatera Barat terdiri 

dari 19 Kabupaten/Kota (12 

Kabupaten, 7 Kota, 147 Kecamatan, 

877 Kelurahan atau Desa). 

Kabupaten Kepulauan Mentawai 

memiliki wilayah terluas yakni 6.100 

km2 atau sekitar 14,21% dari luas 

Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan 

Kota Padang Panjang, memiliki luas 

daerah terkecil yakni 23,00 km2 atau 

sekitar 0,05 % dari luas Provinsi 

Sumatera Barat.

Sumatera Barat mempunyai 

luas perairan (laut) teritorial dan ZEE 

186.500 km² dengan panjang garis 

pantai 1.973,25 km dan memiliki 185

gugusan pulau dengan jumlah pulau 

terbanyak dimiliki oleh Kabupaten 

Kepulauan Mentawai yakni sebanyak 

98 (sembilan puluh delapan) pulau, 

sedangkan Kabupaten Padang 

Pariaman mempunyai pulau paling 

sedikit yakni hanya 1 (satu) pulau.

Sedangkan 7 (tujuh) kabupaten/kota 

yang merupakan kabupaten/kota 

pesisir mempunyai luas wilayah 

daratan 20.023,48 km2 atau sekitar 

47,34 % dari luas wilayah Provinsi 

Sumatera Barat secara keseluruhan.

Menurut kelas klasifikasi 

lereng, Provinsi Sumatera Barat  

hampir separuhnya atau sekitar 44% 

didominasi oleh lahan agak curam 

sampai dengan curam. Sementara itu 

luas daerah yang sangat curam 

sekitar 10%. Topografi daerah ini 

cukup  bervariasi mulai dari dataran 

rendah berupa pantai sampai dataran 

tinggi, yang terdiri dari perbukitan 

sampai pegunungan, perairan darat 

yang terdiri dari sungai besar dan 

kecil serta kawasan laut mulai laut 

dangkal sampai laut dalam.

Ketinggian permukaan daratan 

beberapa kabupaten/kota sangat 

bervariasi, sebagian daerahnya 

berada pada dataran tinggi kecuali 

Painan, Simpang Ampek, Pariaman, 

Padang dan Tua Pejat. 

1.2.2. Kondisi Iklim 

Berdasarkan letak geografis, 

Sumatera Barat tepat dilalui oleh 

garis khatulistiwa, tepatnya di 

Kecamatan Bonjol, Kabupaten 

Pasaman. Karena itu, Sumatera Barat 

mempunyai iklim tropis dengan rata-
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rata dengan suhu udara yang cukup 

tinggi yaitu antara 22,6°C sampai 

31,5°C, rata-rata kelembaban yang 

tinggi yaitu 85,53% dengan tekanan 

udara rata-rata berkisar 995,41 mb.

Dalam tahun-tahun terakhir 

ini, keadaan musim di Sumatera 

Barat kadang tidak menentu dimana  

pada bulan-bulan yang seharusnya 

musim kemarau terjadi hujan atau 

sebaliknya. Secara umum daerah 

Sumatera Barat tahun 2016 beriklim 

sedang dengan suhu udara berkisar 

dari 210C sampai 270C dan 

kelembaban relatif minimum 80 % 

serta kelembaban relatif maksimum 

89 %.  

1.2.3. Potensi Sumber Daya Alam

Sumatera Barat memiliki 

potensi sumber daya air di daratan 

yang cukup besar, terdapat 606 

sungai besar dan kecil, 27 

diantaranya merupakan sungai lintas 

provinsi dan 84 sungai lintas 

kabupaten/kota.

Di provinsi ini berhulu 

sejumlah sungai besar yang 

bermuara ke pantai timur Sumatera 

yakni Batang Hari, Siak, Indragiri

(disebut sebagai Batang Kuantan di 

bagian hulunya), dan Batang 

Kampar. Sementara sungai-sungai 

yang bermuara ke pesisir barat 

adalah Batang Anai, Batang Arau 

dan Batang Tarusan. 

Provinsi Sumatera Barat juga

memiliki 25 danau/waduk/situ/

embung. Beberapa danau yang besar 

dan terkenal diantaranya adalah 

Danau Maninjau di Kabupaten Agam

dengan luas 99,5 km², Danau 

Singkarak di Kabupaten Solok dan 

Kabupaten Tanah Datar dengan luas 

130,11 km², Danau Diatas seluas

31,5 km² dan Danau Dibawah 14,0 

km². Danau Singkarak merupakan

danau terluas ke-dua di Sumatera dan 

ke-sebelas di Indonesia. 

Disamping itu, di Sumatera 

Barat terdapat 29 gunung yang 

tersebar di 7 (tujuh) kabupaten/kota

dengan Gunung Kerinci di 

Kabupaten Solok Selatan sebagai 

gunung tertinggi, yang mencapai 

ketinggian 3.085 m. Gunung aktif 

lainnya yakni Gunung Merapi, 

Gunung Tandikat dan Gunung 

Talang.

Selain ekosistem daratan, 

potensi ekosistem pesisir dan laut 

juga cukup besar dengan  

keanekaragaman hayati yang cukup 

tinggi. 
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Walaupun Sumatera Barat 

merupakan provinsi yang penuh 

dengan alam dan panorama yang 

indah, namun provinsi ini termasuk 

salah satu provinsi di Indonesia yang 

merupakan daerah rawan gempa. Hal 

ini disebabkan karena letaknya yang 

berada pada jalur patahan Semangko, 

tepatnya di antara pertemuan dua 

lempeng benua besar, yaitu Eurasia 

dan Indo-Australia, sehingga wilayah 

ini rawan mengalami gempa bumi.



Pendahuluan 
 

            Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat        I-7  
 
 

Gambar 1.1. Peta Wilayah Administrasi Sumatera Barat 

Sumber : Dokumen RZWP3K Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016
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1.3. Proses Perumusan Isu 

Prioritas dan Penyusunan 

Dokumen

1.3.1. Perumusan Isu Prioritas

Proses perumusan Isu 

Prioritas Lingkungan Hidup 

Sumatera Barat Tahun 2016 yang 

dilakukan Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi Sumatera Barat melalui 

beberapa rangkaian proses kegiatan,

antara lain : 

1. Pertemuan ditingkat internal 

Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi Sumatera Barat dalam 

rangka menjaring masukan 

terkait kondisi lingkungan yang 

didasari dari hasil pemantauan 

terhadap media lingkungan, 

pengawasan dan pembinaan ke 

sumber pencemar serta 

pembinaan ke instansi 

lingkungan hidup kabupaten/kota 

yang dilakukan pada tahun 2016. 

2. Menyurati Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) teknis terkait  

Provinsi Sumatera Barat antara 

lain Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Badan 

Penanggulangan Bencana 

Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas 

Energi Sumber Daya Mineral, 

Dinas Tanaman Pangan, 

Holtikultura dan Perkebunan, 

Dinas Perikanan dan Kelautan, 

Dinas Pariwisata, Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan,

Dinas Kesehatan dan 

Dinas Perumahan, Kawasan 

Pemukiman dan Pertanahan

dalam rangka menjaring isu 

lingkungan yang terkait dengan 

berbagai usaha dan/atau  kegiatan 

yang berada dibawah lingkup 

tugas OPD yang bersangkutan.

3. Melakukan konsultasi publik 

dengan stakeholder seperti : 

Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) teknis terkait  Provinsi 

Sumatera Barat Badan 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah, Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah, Dinas 

Kehutanan, Dinas Energi Sumber 

Daya Mineral, Dinas Tanaman 

Pangan, Holtikultura dan 

Perkebunan, Dinas Perikanan dan 

Kelautan, Dinas Pariwisata, 

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan, Dinas Kesehatan 

dan Dinas Perumahan, Kawasan 

Pemukiman dan Pertanahan,

Instansi pengelola lingkungan 

hidup kabupaten/kota se 
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Sumatera Barat, pakar 

lingkungan, Lembaga Sosial 

Masyarakat dan beberapa 

asosiasi usaha seperti GAPKI, 

GAPKINDO dan PERHAPI. 

4. Penetapan Isu Prioritas melalui 

Surat Pernyataan Gubernur. 

Metoda atau pendekatan yang 

dilakukan dalam merumuskan isu 

lingkungan hidup Sumatera Barat 

tahun 2016 pada saat konsultasi 

publik adalah : 

a. Brainstorming untuk menjaring 

isu lingkungan hidup dari 

peserta konsultasi publik. Pada 

saat brainstorming ini juga 

dikemukakan isu yang 

tergambar dari pertemuan 

internal Dinas Lingkungan 

Hidup Provinsi serta beberapa 

masukan dari OPD Provinsi.

b. Proses metaplan untuk 

mengerucutkan isu menjadi isu 

utama. 

c. Mekanisme skoring terhadap isu 

utama dari kriteria penetapan isu 

prioritas. 

d. Didapatkan urutan isu prioritas. 

e. Konsultasi publik ini dilakukan 

dengan pendekatan partisipatif 

dengan dipandu oleh seorang 

fasilitator yang didampingi oleh 

seorang tenaga teknis yang akan 

menghitung skor isu prioritas. 

1.3.2.Proses Penyusunan Dokumen

 Penyusunan Dokumen 

Informasi Kinerja Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Daerah Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2016 

dilakukan oleh internal Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi 

Sumatera Barat yang di back up

sepenuhnya secara ketat oleh Tim 

Supervisi yang keanggotannya 

meliputi Sekretaris dan Kabid terkait 

di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

Sumatera Barat ditambah dengan 

Ahli/Akademisi bidang lingkungan 

hidup yang sudah berpengalaman di 

dalam penulisan kajian lingkungan 

hidup dan LSM. 

 Keanggotaan tim penulisan 

terdiri dari para Kasi dan staf pilihan 

yang sudah mengikuti Bintek dan 

berpengalaman di dalam penyusunan 

Status Lingkungan Hidup Daerah 

(SLHD) yang ditetapkan melalui 

Surat Tugas Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup No. 094.4/68/

SP/TL/DLH-2017 Tanggal 22

Februari 2017, sedangkan Tim 

Supervisi ditetapkan melalui 

Keputusan Gubernur Sumatera Barat 
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No. 660  449  2017 tanggal 12 

April 2017 Tentang Pembentukan 

Tim Supervisi Penyusunan Buku 

Data Dan Buku Analisis Kualitas 

Lingkungan Hidup Provinsi 

Sumatera Barat serta Tim Penilai

Buku Data dan Buku Analisis 

Kualitas Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota Tahun 2017.

 Khusus untuk data yang akan 

digunakan dalam analisa merupakan 

kegiatan yang dilaksanakan pada 

Tahun 2016. Data tersebut dihimpun 

dan ditabulasi oleh internal Badan 

Pengendalian Dampak Lingkungan 

Daerah/Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi Sumatera Barat dan di 

supervisi oleh OPD terkait tingkat 

Provinsi Sumatera Barat. Tim 

Supervisi yang melibatkan OPD 

terkait Tingkat Provinsi ini 

ditetapkan oleh Gubernur Sumatera 

Barat yang keanggotaannya 

merupakan satu lampiran dari 

Keputusan Gubernur Sumatera Barat 

sebagaimana tersebut di atas. 

Tugas Tim Supervisi Buku Analisis 

adalah 

1. Memberikan arahan dalam 

penulisan sesuai dengan petunjuk 

teknis/pedoman penyusunan 

dokumen Informasi Kinerja 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Daerah (IKPLHD). 

2. Memberikan kiat-kiat dan teknis 

penulisan dalam tujuan mencapai 

kualitas tulisan/analisis yang lebih 

baik. 

3. Melakukan fasilitasi konsultasi 

publik dalam rangka penjaringan 

isu prioritas. 

4. Melakukan identifikasi awal isu 

lingkungan hidup Provinsi 

Sumatera Barat yang didasari atas 

hasil pemantauan, data series dan 

masukan OPD terkait. 

5. Mengarahkan integrasi isu 

prioritas dalam analisis. 

6. Mengawal secara ketat terhadap 

kelancaran dan kesempurnaan 

penyusunan dokumen IKPLHD. 

 Analisis dalam penyusunan 

dokumen IKPLHD dilakukan 

melalui pendekatan Pressure 

(Tekanan), State (Kondisi) dan 

Response (upaya penanggulangan/ 

pengelolaan) yang dikenal dengan 

metoda P-S-R, dengan melakukan 

perbandingan antar lokasi, 

perbandingan antar waktu yang 

dilakukan dengan cara 

membandingkan kondisi pada saat 

ini dengan kondisi beberapa tahun 

sebelumnya, sedangkan antar lokasi 
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dilakukan dengan cara mem-

bandingkan kondisi saat ini dengan 

kondisi suatu lokasi yang paling 

tinggi dengan yang paling rendah 

saja tingkatannya. Perbandingan 

antar lokasi juga dapat dilakukan 

dengan kondisi tingkat nasional.

 Keterkaitan isu prioritas 

kedalam analisis dilakukan dengan 

cara mengintegrasikan masing-

masing isu prioritas kedalam analisis 

masing-masing Sub Bab (Tata Guna 

Lahan, Kualitas Air, Kualitas Udara, 

Resiko Kebencanaan dan Perkotaan) 

yang bersentuhan dengan isu 

prioritas. Bisa saja 1 (satu) isu 

prioritas akan bersentuhan dengan 1 

(satu) atau 2 (dua) sub bab isu 

lingkungan. 

Isu prioritas yang bersentuhan 

dengan sub bab isu lingkungan akan 

dianalisis lebih dalam dan 

komprehensif begitu juga bila 1 

(satu) isu prioritas hanya menyentuh 

1 (satu) sub bab isu lingkungan. 

Integrasi isu prioritas kedalam 

analisis P-S-R sub bab lingkungan 

akan dijelaskan pada Bab III. 

1.4. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan dokumen 

Informasi Kinerja Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Daerah adalah 

untuk memberikan gambaran status 

lingkungan hidup suatu daerah,

permasalahan yang dihadapi dan 

upaya yang telah dilakukan oleh 

pemerintah daerah dalam 

memperbaiki kualitas lingkungan 

hidup sesuai dengan prinsip pem-

bangunan berkelanjutan. Sedangkan 

tujuannya adalah :

1. Menyusun laporan kinerja 

pengelolaan lingkungan hidup 

daerah sebagai upaya pemantauan 

dan evaluasi kinerja pengelolaan 

lingkungan hidup dan sumber 

daya alam daerah. 

2. Mendorong upaya pengelolaan 

lingkungan hidup oleh berbagai 

stakeholder melalui program dan 

kegiatan menuju pembangunan 

yang berkelanjutan. 

3. Mendorong partisipasi aktif 

stakeholder dalam mengatasi 

berbagai permasalahan lingkung-

an hidup

4. Mendorong pengembangan sistem 

informasi lingkungan hidup untuk 

mendukung pelaksanaan dan 

pengembangan kebijakan per-

lindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup.

5. Penyebar luasan informasi terkait 

kebijakan dan respon pemerintah 
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dalam upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. 

1.5. Ruang Lingkup Penulisan 

Ruang lingkup penulisan 

Dokumen Informasi Kinerja 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Daerah Sumatera Barat terdiri atas 

beberapa bagian yaitu :

1. Pengumpulan data dan informasi 

dari stakeholder terkait baik 

instansi vertikal di daerah, OPD 

provinsi maupun kabupaten/kota 

di Sumatera Barat.

2. Hasil kajian atau penelitian yang 

dilakukan oleh berbagai pihak 

baik pemerintah maupun swasta, 

serta data dari pihak lain yang 

dibutuhkan. 

3. Melakukan kompilasi data sesuai 

dengan petunjuk penyusunan 

dokumen Informasi Kinerja 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Daerah. 

4. Merumuskan isu lingkungan 

hidup prioritas Provinsi Sumatera 

Barat.

5. Melakukan analisis data sesuai 

dengan metode P-S-R sehingga 

dengan metode tersebut ada 

hubungan antara faktor penyebab 

dengan upaya yang dilakukan.

6. Melakukan penyusunan laporan 

dokumen Informasi Kinerja 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Daerah Sumatera Barat yang 

memuat isu-isu prioritas daerah.


